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INTISARI

Dalam penelitian ini, penyusun mengambil judul tentang “Pelaksanaan
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat desa” ( Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Desa Lete
Loko, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa
Tenggara Timur). BPD lembaga perwakilan rakyat dituntut untuk mempunyai
kapasitas dan kompetensi yang memadai, hal ini agar BPD mampu menyerap dan
menampung aspirasi masyarakat sebagai respon terhadap persoalan-persoalan
yang dihadapi oleh warga. Mengingat salah satu fungsi BPD adalah menampung
dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Dari latar belakang tersebut, penyusun dapat merumuskan permasalahan
yaitu bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa ? dengan tujuan untuk
mendeskripsikan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dalam penelitian ini
penulis menggunakan metode penelitian jenis deskriptif kualitatif yaitu berusaha
berusaha mengungkapkan suatu masalah sebagaimana adanya dan menggunakan
fakta-fakta yang ada di lokasi penelitian. Adapun jenis pengumpulan data dalam
penelitian ini menggunakan cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.
Sedangkan teknik analisis data yang digunakan penyusun adalah mencatat yang
menghasilkan catatan lapangan, kemudian mengumpulkan, memilah-milah,
mengklarifikasi, mensintesiskan, membuat iktisar dan kemudian membuat indeks,
dan selanjutnya berpikir, dengan jalan membuat agar kategori itu mempunyai
makna, mencari dan menemukan pola hubungan dan membuat temuan-temuan
umum.

Dari analisis data yang penulis lakukan terkait pelaksanaan fungsi Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat desa, dapat disimpulkan bahwa kinerja BPD di Desa Lete Loko saat
ini sudah berjalan cukup baik artinya dengan melihat berbagai kegiatan-kegiatan
dan program yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD yang berasal dari
suara rakyat. dan BPD di Desa Lete Loko saat ini mereka menemukan berbagai
keluhan tentang situasi dan kondisi di Desa Lete Loko dengan cara turun langsung
kelapangan, dan BPD di Desa Lete Loko juga selalu menjaga hubungan mereka
dengan pemerintah desa.

Proses penyerapan aspirasi juga dilakukan dengan cara mengadakan
musyawarah desa atau yang lebih dikenal dengan musdes, tingkat partisipasi
masyarakat di Desa Lete Loko pada saat musdes sangat tinggi karena mereka
diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan dan pendapat mengenai situasi
dan kondisi di Desa Lete Loko. Namum yang menjadi persoalan permasalahan
saat ini adalah cara merekrut anggota BPD yang tidak sesuai dengan Undang-
Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, BPD saat ini dipilih oleh kepala desa sendiri,
namum jika kita melihat dengan berlakunya Undang-Undang Desa Nomor 6
Tahun 2014 bahwa anggota BPD itu dipilih oleh tokoh masyarakat, tokoh adat,
tokoh agama berdasarkan unsur kewilayahan karena masyarakat yang mengetahui
siapa yang pantas untuk dipilih dan menjadi wakil mereka.

Kata Kunci : Fungsi BPD, Badan Permusyawaratan Desa, aspirasi masyarakat.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 tentang Desa
disebut bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama
lain, selanjunya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.manusia tidak
lagi dianggap sebagai faktor produksi tetapi lebih dianggap sebagai asset
organisasi yang penting. Keefektifan dan keunggulan organisasi sangat
tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki.Secara teoritis,
kualitas SDM vyang tinggi dalam sebuah organisasi diharapkan mampu
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini akan dapat tercipta
dalam suatu lingkungan kerja yang kondusif, yang antara lain dipengaruhi
oleh tipe kepemimpinan yang tepat. Menurut Undang-UndangNomor 6 Tahun
2014 tentang Desa,bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa
atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan desa.
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Dikaitkan dengan kondisi di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan,
sejak jaman dulu telah ada persekutuan masyarakat Lokal yang dengan nama
Desa atau sejenisnya yang telah memiliki struktur Pemerintahan Desa dengan
Kepala Desa sebagai pimpinannya memainkan peran sangat penting yakni
menjadi penghubung antara masyarakat desa sebagai satu kesatuan
masyarakat hukum dengan lingkungan sekitarnya. Pada masa sekarang ini,
Peran Pemerintah Desa sebagai struktur perantara yakni sebagai penghubung
antara masyarakat desa dengan pemerintah dan masyarakat diluar desa tetap
sebagai pembaharuan. Desa atau dengan nama lainnya yang sejenis menurut
konstitusi memperoleh perhatian istimewa. Berbagai bentuk perubahan sosial
yang terencana dengan nama pembangunan guna meningkatkan harkat dan
derajat masyarakat desa diperkenalkan dan dijalankan melalui pemerintah
desa.

Pelaksanaan peran desa untuk dapat menjalankan pemerintahanya
secara efektif dan efisien, diperlukan pemerintahan desa yang terus menerus
dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan
sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya
gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan
kapasitas pemerintahan desanya, sehingga keinginan mempertahankan posisi
tawar-menawar dengan pihak luar desa yang seimbang dapat terus
dipertahankan. Tanpa pemerintahan Desa yang kuat, desa dengan masyarakat
hanya akan menjadi objek permainan ekonomi maupun politik dari pihak-

pihak luar desa yang relatif lebih kuat posisinya.
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Desa (BPD). Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat.
Kepala desa dipilih langsung oleh rakyat dan kepala desa yang terpilih
ditetapkan langsung oleh BPD serta disahkan langsung oleh Bupati.
Sedangkan BPD dipilih oleh masyarkat berdasarkan unsur kewilayahan. Titik
tolak pembangunan yang dilaksanakan ditingkat pedesaan sebaiknya
berdasarkan kepemimpinan kepala desa dengan segenap potensi masyarakat
yang ada, ini hendaknya digalang secara baik bersama-sama BPD, sehingga
keberhasilan pembangunan dapat dinikmati dan dirasakan bersama.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pada pasal 55, Badan
Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala
Desa;

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan

c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Dari konsep pemerintahan desa dapat diketahui bahwa desa sebagai
suatu organisasi pemerintahan yang dikelola oleh Kepala Desa yang
difungsikan sebagai menjalankan pemerintahan, sedangkan BPD difungsikan
sebagai lembaga desa. Adapun yang menjadi syarat calon anggota Badan
Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014adalah
sebagai berikut:

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
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mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;

d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau
sederajat;

e. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;

f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan

g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis

Kehadiran BPD membawa nuansa tersendiri dalam kehidupan
demokrasi, karena salah satu tujuan dibentuknya BPD adalah untuk
mewujudkan pemerintahan yang demokratis ditingkat desa, salah satu bentuk
yang harus dilakukan adalah berupaya menjadikan BPD sebagai institusi yang
professional yakni suatu lembaga desa yang mampu bekerja secara
professional untuk mewujudkan visi dan misi yang telah diembankan atau
dibebankan masyarakat kepada lembaga tersebut.

BPD dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat pemerintahan desa
agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dan proaktif
dalam kegiatan pembangunan serta sebagai perwujudan pelaksanaan
demokrasi pemerintahan desa. Dimana menurut Undang-Undang No 6 Tahun
2014 pada pasal 55 yang menyatakan bahwa “BPD berfungsi membahas dan
menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung
dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan

kinerja Kepala Desa.
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Jadi, dalam hal inii keikutsertaan masyarakat untuk turut bertanggung
jawab di dalam pemerintahan Desa ini diwujudkan dengan adanya BPD yang
menjalankan fungsi legislatif, pengawasan atas pelaksanaan tugas Kepala
Desa (eksekutif) dalam melaksanakan tugasnya. Melalui fungsinya sebagai
legislatif pada pemerintahan Desa, maka BPD mengemban tugas sebagai
penyalur aspirasi dari masyarakat, artinya dalam melahirkan kebijakan, BPD
harus berlandaskan pada kepentingan bersama atau untuk seluruh masyarakat
desa yang diwakilinya.

Dengan melihat tugas dan fungsi BPD dalam mengemban peranannya
sebagai mitra pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan di desa,
maka diharapakan agar dapat menciptakan komunikasi timbal balik antar
masyarakat dengan pemerintah desa. Dengan demikian BPD sebagai Badan
Permusyawaratan masyarakat desa dalam hal ini menjalankan dua fungsi yaitu
fungsi sosial dan fungsi pemerintah.

Dengan ditetapkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014, kedudukan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sekarang menjadi lembaga desa. Kini
fungsi BPD yaitu menyalurkan aspirasi, merencanakan APBDes, mengawasi
pemerintahan desa. Sedangkan tugasnya adalah menyelenggarakan
musyawarah desa (musdes) dengan peserta terdiri dari kepala desa, perangkat
desa, dan tokoh masyarakat. Jumlah peserta tergantung situasi kondisi setiap
desa. Musyawarah desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan
membicarakan segala kebijakan tentang desa. Musyawarah desa (selanjutnya
disingkat MD) pada hakekatnya sebagai forum diskusi untuk mengambil

keputusan bersama guna memecahkan sebuah persoalan. Secara historis
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musyawarah desa merupakan tradisi masyarakat lokal Indonesia. Salah satu
model musyawarah desa yang telah lama hidup dan dikenal di tengah-tengah
masyarakat desa adalah rapat desa. Dalam tradisi rapat desa selalu diusahakan
untuk tetap memperhatikan setiap aspirasi dan kepentingan masyarakat,
sehingga usulan masyarakat dapat terakomodasi dan sedapat mungkin dapat
dihindari munculnya riak-riak konflik di masyarakat.

Musyawarah desa dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014
mempunyai  semangat  demokrasi  partisipatoris  dan  demokrasi
deliberatif.Mencermati musyawarah desa idealnya harus ditempatkan sebagai
ruang publik dalam arti ruang dimana masyarakat dapat mengakses
musyawarah desa tersebut.Implementasi musyawarah desa sebagai ruang
publik menjamin hadirnya desa sebagai komunitas masyarakat hukum yang
mandiri. Melalui musyawarah desa keputusan-keputusan pemerintah Desa
dapat mewujudkan kepentingan kolektif desa sebagai dasar terjadinya
tindakan-tindakan kolektif seperti halnya gotong royong.

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 54 yang dimaksud
dengan Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa
untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Yang dimaksud dalam unsur
masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan,
kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin.

Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah
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Desa bahwa Musyawarah adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan
Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
Hal yang bersifat strategis tersebut adalah penataan desa, perencanaan desa,
kerjasama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUM
Desa, penambahan dan pelepasan aset desa, dan kejadian luar biasa.
Musyawarah dilakukan setahun sekali sesuai dengan kebutuhan desa, dan
musyawarah tersebut diselenggrakan secara partisipatif, demokratis,
transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban
masyarakat. Didalam Musyawarah Tersebut, masyarakat mempunyai peran
penting dalam membangun desa karena masyarakatlah yang betul-betul
mengetahui situasi dan kondisi serta kekurangan yang ada disuatu desa
tersebut, dan dalam musyawarah tersebut masyarakat mempunyai hak dalam
menyampaikan pendapat dan masyarakat mendapatkan perlakuan yang sama
dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah. Salah
satu fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa adalah menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan untuk menjalankan fungsi tersebut
maka salah satu hal yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa adalah
menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk mengetahui apa yang menjadi
keingingan masyarakat.

Desa Lete Loko adalah salah satu Desa di Kecamatan Kodi Bangedo,
Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah terbentuk BPD.Kantor BPD berada
di kantor Desa .Banyak sedikitnya jumlah anggota BPD ditentukan dengan

banyak sedikitnya jumlah penduduk di Desa tersebut.Jumlah Anggota BPD
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ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling
banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah
penduduk, dan kemampuan keuangan Desa. Jumlah anggota badan
permusyawaratan desa didesa Lete Loko adalah 11 orang.

Pemerintah Desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan
lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat Desa menunjukan
kesadarannya terhadap Pemerintah Desa yang di dampingi oleh BPD.
Masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintahan
Desa yang lebih bersih dari unsur-unsur KKN. Dengan demikian
penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk Pemerintah Desa di Desa Lete
Loko, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya haruslah
mengacu pada aturan Pemerintah yang ditetapkan. Oleh karena itu BPD
sebagai lembaga perwakilan dalam pemerintahan Desa diharapkan benar-
benar menjalankan tugasnya dan fungsinya sebagaimana yang sudah
ditetapkan.

Kehadiran BPD di desa diharapkan membawa perubahan terbesar
khususnya untuk membangun suatu desa. Namun seiring berjalannya waktu
muncul berbagai permasalahan yang menganggap Badan Permusyawaratan
Desa belum efektif dalam melakukan fungsinya dalam menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat desa yaitu sebagai berikut :

1) Masyarakat merasa masih banyak aspirasi dan keingingan masyarakat
yang belum dijawab atau diwujudkan oleh pemerintah desa dan

masyarakat menganggap Badan Permusyawaratan Desa membuat
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kebijakan yang tidak sesuai dengan keingingan masyarakat sehingga
menyebabkan terjadinya penyimpangan.

2) Kurangnya pengetahuan Badan Permusyawaratan Desa terhadap fungsi
yang harus dijalankan akibat perekrutan Anggota Badan Permusyawaratan
Desa yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hanya
memperhatikan sebatas tokoh masyarakat tetapi tidak memperhatikan latar
belakang dari setiap anggota yang mencalonkan diri baik dari segi
pendidikan maupun dari segi umur sehingga berpengaruh pada kinerja
Badan Permusyawaratan Desa. Salah satu akibat tidak efektifnya anggota
Badan Permusyawaratan Desa

3) Kurangnya perhatian dari pemerintah daerah dalam hal memberikan
pelatihan ketrampilan terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Latar belakang di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian
tentang masalah pelaksanaan fungsi BPD dalam menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat. Adapun judul yang diangkat adalah

“pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung

dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa di Desa Lete Loko, Kecamatan

Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan
masalah sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat Desa ?
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PANDUAN WAWANCARA
A. IDENTITAS NARASUMBER
1. Nama
2. Jenis kelamin . Laki-Laki/Perempuan
3. Umur
4. Pekerjaan
5. Pendidikan terakhir
B. DAFTAR PERTANYAAN
a) PERTANYAAN UNTUK KETUA BPD DAN ANGGOTA BPD
1. Bagaimana cara BPD dalam menampung aspirasi masyarakat ?
2. Secara umum, apakah semua aspirasi masyarakat sudah tertampung
dan ada tindak lanjutnya ?
3. Adakah kelompok masyarakat yang tidak mempercayai BPD sebagai
fungsi penyalur aspirasi masyarakat ?
4. Jika ada, bagaimana mereka menyalurkan aspirasinya ?
5. Apakah masyarakat di wilayah bapak/ibu/saudara sudah menggunakan
BPD sebagai wadah penyalur aspirasi mereka ?
6. Bagaimana tanggapan masyarakat dalam setiap program atau kegiatan

BPD ?
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